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BIIPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALIITAIT

BUPATI KEDIRI,
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 1 Tahun 2Ol1 tentang Pajak Daerah (l,embaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan

lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2Ol2 (l*mbxan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor Tahun 2O12 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 112) dan sesuai Nota

Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 180136481418.57 l2ol3 tangqal 25 Juni 2013 perihal

Prosedur Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) serta Berita Acara Nomor
O5Olt2l8l4l8.57 l2ol3 tanggal 16 Juli 2Ol3 tentang
Pembahasan Prosedur Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) perlu mengatur Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB);

bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri, tidak sesuai

dengan kondisi saat ini maka perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Pemungu.tan Bea Perolehal Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri;

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3

Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaal
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O49);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5237);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keualgan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 200O

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kediri (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
20OO Nomor l0/D Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12

Tahun 2Ol2 (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 1 12);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2O11

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);

14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahlur: 2OII tentang

Penjabaran T\-rgas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Kediri tahun 2O 11 Nomor 27);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat

BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangrnan.

2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

3. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.
5. Badan adalah sekumpulal orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

rneliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang

menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan.
7. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
8. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.
10. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selaljutnya disingkat Bank

Jatim adalah Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran BPHTB.
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11. Tempat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat TP Pajak

dan Retribusi Daerah adalah tempat pembayaran dan/atau pelayanan yang

disediakan oleh Dispenda untuk melayani pembayaran dan/atau pelayanan

pajak dan retribusi daerah termasuk pelayanan permohonan

validasi/ penelitian SSPD BPHTB'

12. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah

dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan

tanah dan/atau bangunal. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian,

dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki

kekuatan hukum.
13. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disingkat ssPD

BPHTB adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melakukan

pembayaral atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah dan sekaligus

untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan'

14. surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga

dan/ atau denda.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus

dibayar.
16. surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

tambal-ran atas jumlah pajak yang telah ditetapkan-

17. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal

penetapan pemindahan hak atas tarrah danlatau bangunan dari satu pihak ke

pihak lain.
1g. pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

obyek dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan

penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang

harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan
penerimaan BPHTB.

(21 Prosedur pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
b. validasi/penelitian SSPD BPHTB;

c. pembayaran BPHTB;
d. pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan;
e. pelaporan BPHTB;
f. penagihan BPHTB;
g. pengurangan BPHTB.
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(3) Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

sebagaimala dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyiapan rancangan

akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan

besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
(4) Validasi/penelitian sSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

adalah validasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah atas kebenaran

informasi SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukungnya.

(5) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah

pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan

menggunakan SSPD BPHTB.
(6) Pendaftaran akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pendaftaran/peralihan
Hak atas Tarrah ke Kepala Kantor Pertanahan dan penerbital akta oleh PPAT.

(7) Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah

pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
(g) Penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi

penetapan STPD BPHTB, SKPDKB BPHTB/SKPDKBT BPHTB, dan Surat

Teguran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(9) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah

penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang

diajukan oleh Wajib Pajak.
(1O) Format SSPD BPHTB, SKPDKB BPHTB, SKPDKBT BPHTB, STPD BPHTB dan

Surat Tegrran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh

Dinas Pendapatan Daerah dengan rincial tugas :

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :

1. STPD BPHTB;
2. STPDKB BPHTB;
3. STPDKBTBPHTB;
4. Surat Teguran;
5. Keputusan tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan Yang Terutang.
b. Bidang Pendataan dan PenetaPan :

1. Kasi Pendataan memeriksa permohonan validasi/ penelitian SSPD

BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukungnya serta mengisi form
pengajuan data objek PBB P2 untuk disampaikan kepada Kasi

Dokumentasi dan Pengolahan Data.
2. Kasi Penetapan meneliti penghitungan BPHTB dan penetapan BPHTB

kurang bayar.
3. Kasi Dokumentasi dan Pengolahan Data menyampaikan data objek

PBB P2 kepada Kasi Pendataan dan Pendaftaran dan melakukan
pemeliharaan data yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan
SSPD BPHTB serta penetapan BPHTB kurang bayar berdasarkan data
dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk serta menyampaikan
dokumen BPHTB hasil validasi/penelitian beserta kelengkapannya
kepada Kasi Penagihan.
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4. Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah melakukan interaksi dengan
wajib pajak, meneliti kelengkapan dokumen pendukung
validasi/penelitian BPHTB, menyiapkan formulir permohonan
validasi / penelitian SSPD BPHTB dan blanko SSPD BPHTB.

c. Bidang Penagihan dan Peny'uluhan :

Kasi Penagihan melakukan pemeriksaan berkas permohonan BPHTB
kurang bayar tambahan berdasarkan dokumen BPHTB hasil
validasi/penelitian beserta kelengkapannya dan melaksanakan penagihan
BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan :

Kasi Evaluasi dan Pelaporan melakukan evaluasi dan pelaporan untuk
menyiapkan laporan realisasi BPHTB berdasarkan data dari Bank Jatim
dan PPAT.

(2\ Formulir permohonan validasi/penelitian SSPD BPHTB, formulir pengajuan
data dan formulir data objek pajak sebagaimana tercantum dalam l,ampiran II
Peraturan Bupati ini.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan

Pasal 4
(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai
peraturan perundangan.

(21 Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek
pajak yang haknya dialihkan.

(3) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bagian Kedua
Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 5
(1) SSPD BPHTB yang telah diisi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan baik terutang maupun nihil oleh Wajib Pajak, selanjutnya
ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pejabat Pembuat Akta Talal. (PPAT) serta
dibuatkan Surat Permohonan Validasi/Penelitian SSPD BPHTB yang
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya selanjutnya disampaikan ke
kantor Dispenda melalui TP Pajak dan Retribusi Daerah.

(21 Surat Permohonan Validasi/Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB yang
diterima oleh TP Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), oleh Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah diteliti secara singkat
berkenaan kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukungnya.

(3) Surat Permohonan Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB yang
telah diteliti oleh Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah sebagairnala
dimaksud pada ayat (2), dapat ditolak atau diterima.
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(41 Apabila Surat Permohonan Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB
ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera dikembalikan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya untuk dilengkapi darl/atau diperbaiki.

(5) Apabila Surat Perrnohonan Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB
serta dokumen kelengkapannya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
maka Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah memberikan Talda Terima
Validasi/Penelitian BPHTB yang telah diregister kepada Wajib Pajak atau
kuasanya.

(6) Surat Permohonan Validasi/ Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB serta
dokumen kelengkapannya yang telah diberi Tanda Terima Permohonan
Validasi/Penelitian BPHTB beregister, oleh Petugas TP Pajak dan Retribusi
Daerah segera disampaikan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
pada Dispenda untuk dilaksanakan validasi/penelitian SSPD BPHTB.

(71 Validasi/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
a. mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan da_lam SSPD

BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT PBB P2 atau
SSPD PBB P2 atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya;

b. rnencocokkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi per meter persegi yang
dicantumkan da,lam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi
pada Basis Data PBB P2;

c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data
PBB P2;

d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen harga
transaksi dan nilai pasar berdasarkan aspek kewajaran harga serta risalah
lelang, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif,
dan pengenaan BPHTB yang harus dibayar.

(8) Validasi/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan
pemeriksaan lapangan.

(9) Setelah validasi/penelitian dilakukan dan dinyatakan benar sesuai ketentuan
perundang-undangan, maka Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
menandatangani SSPD BPHTB yang diajukan.

Bagian Ketiga
Pembayaran BPHTB

Pasal 6
(1) Wajib Pqjak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan

SSPD BPHTB yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak, PPAT dan
divalidasi/diteliti kebenarannya oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
Dispenda.

(21 Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak
ke Kas Umum Daerah melalui Bank Jatim.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 7
(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran/peralihan Hak atas Tanah kepada Kepala

Kantor Pertanahan.



(21 Dispenda dapat melakukan kerjasama dengan Kantor
rangka pendaftaran/peralihan Hak atas Tanah.

8

Pertanahan dalam

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 8
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan

pada Dispenda.

{2) Pelaporan BPHTB bertujuan untrrk rnemberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB

berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank Jatirn dan/ atau PPAT.

(2) Kepa-la Bidang Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan

BPHTB dan SSPD-BPHTB lembar ke 6 (enam) dari Bank Jatim setiap hari.
(3) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT paling lambat pada

tanggal 1O (sepuluh) bulan berikutnya.
(4) Formulir laporan pembuatan akta perolehan Hak atas Tanah dan/atau

bangunan dari PPAT sebagaimana tercanttrm dalam Lampiran III Peraturan

Bupati ini.

Bagian Keenam
Penagihan BPHTB

Pasal 10

(1) Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh

Wajib Pajak.
(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB BPHTB dan/atau SKPDKBT

BPHTB oleh Kepala Dispenda.
(3) STPD dan/atau SKPDKB dan/ atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada

ayat l2l dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa jika
diperlukan.

Bagian Ketujuh
Pengurangan BPHTB

Pasal 11

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada

Kepala Bidang Penagihan darr Penyuluhan pada Dispenda untuk diteliti.
(21 Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Format Keputusan Kepala Dispenda tentang Pemberian

Pengurangan/ Penolakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

terhutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
FASILITASI

Pasal 12

(1) Kepala Dispenda melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,

melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan
asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peratural Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kediri Nomor
17 Tahun 2O12 tentang Sistem dal Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2012 Nomor 17) dicabut dal dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 19 - 7 -2013

BUPATI KtrDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
padatanggal 19 - 7 -2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Ke Hukum

.SU SE. MM
Pena

NIP. 19670307 199003 1008

Pasal 14
\/' Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180136481418.57 l2ol3 tanggal 25 Juni 2Ol3
perihal Prosedur Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dan Berita Acara Nomor O5Oll2l8l418.57 l2ol3 tanggal 16 Juli 2013
tentang Pembahasan Prosedur Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tingkat I



roi AT 
'URAT 

SETOiAN PA,AX DATiA}i AIA PEROIIHAIi HAI ATAi TA'IAH DAT 8AI{GUIIAI{

PENATUNAN EUPATI rcOIRI
NOMOR : l0 TAHUN 2013

TA GGAT : 19 -7 - 2013

B. L Nqnq Obj€l Paial (NOP)P88:

2. Lelat tami dan ahu barEumn:

3. Kduchan / De8a

5. l(Gmatan

P$ghitungan NJoP PBB :

4, RT/ RW

6. Kabupaten

NJOP PBB :

Kediri

Uraian

Luas
( oibi lu86 trrdr dar 8t4 b€llountl

yrE hs*nyr diF.delr )

NJOP PBB / m2

Obibddartar SPPT P88 ldun
b.i{,inya D€deargt/f8 rn..........

Luas x NJOF PBB / m2

Tanah (bumi)
L

Rp.
1'l

8 m2 10. Rp 1 2. Rp.

15. J€ris peroldan hak atas landr dan abu ba(tunan:

16. Nomor Sefffkat

3. Nilai PercldEn Ksla

4 8ea PerdetEn Hak atas Tanah dan

14. Haoa trarEaksi/Nilai p6sar RD,

Untrl dlrrto,tar ta ralonlng xa Daonh Kebupctm K€dili

Rp.

(B€rdasarkan pefiiiungan Cl dan pilihafl diD)

lembar 1

Unb* Waiib P6iai

Ptltafl{taH talu?attlt xrDlnl

SURAT SETORAT{ PAJAX DAERAH

BEA PEROI.EHAJ{ HAI( ATAS TANAH DAN BAI{GUNAN

( S8PDBPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUA]II OBJEI( PAJAK

PAJAT( BUMI DAt{ BAt{GUtrtAt{ ISFOP PBB)

D|IIAS PEI{OAPATA}I OAERAH KABUPATE}' (EDIRI

PERHATIAN: Bac.lah pclunjuk pcngisian pada halaman b.lakang bmbar ini l€d€tlih dahulu.

A. '1. Nana W4ib Paiak :

2. NP\IIP

3. NPI/IJPD

4. Alanat WajiD Paiat ;

IIIIIIII r
rII III

5. Kdurahan / o€sa

L Kabupaten /(o@ l
7. K*amahn

9. Kode Pc

c PENGHITUNGIN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perEhitungan \ aiib Paiak) Dalam Rupiah

1 > Rp.1. Nilai Pemldran Obiek Paiak (NPOP)

2 > Rp.2. Nilai Peruldm Otri€k Paiaf Tdak K€{la paiak (I'IPoPTKP)

,|
2 3 ;RP

4 )Rpx 3

Nene bmrs, stmpel, da txlde lr[dr Nsna l€[lgh4, sbfi96l, d'l trld3 la$n

..................., T91.........
WA'IB PAJAK / PENYETOR otTERtM O[EH:

TEMPAT PEMMYAMN 8P+ITB

Taegdi.-................................

MENGETAHUI :

PPAT,NOTARIS

III III
Nomq Dokumen

NOFPBBBaTU:

HanlE diisi ddr
p€tt4as Dbp€rda

TII ITI III IIII

II
IIIIIIIITI

tTTI --rIrri-rrrn
[rTT_rl

6, RT/ RW:

E t-Tl
TT_l
tr

NrrB hi0r4 dr1 ffir lrE r

Tddl Divalil6i
DISPENDA XABUPATEN KEDIRI

TI-] ITII

tl

o. Jumlah Setoran bsdssarkan :

fl a. P60ghituAar wajib PaIr(

I O. STPO aenfa€xPD Kuraq BaFr/ SKPD Kurang Bats Tembdl8r N0m0c...........................Tanggai,...

fl c. Pa4urar6an dit tturu se,oia rr,jrui f-Tl % iodasa an peraturan KDH N4........,.............

r "-
iumlah yang didqtar (dcloar atgka) (D€ng ht u0:

7. ... ... ... ... ... ... ... . . . . .. ... ... ,.. ... .. . m 2 Rp... ... ... ...

Bangunan
mtesxaEtalo

R0.............................................

'-...tt**.tL



lembar 2

Untuk PPAT

SURAT SETORAI{ PAJAK DAERAH

BEA PEROTEHAT{ HAK ATAS TANAH DAN BANGUITIAN

( SSPTBPHTB )
BERFU'{GSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAI{ OBJEK PAJAK

PAJAT BUMI DATI BATTGUI{AI{ (SPOP PBEI

DI},IAS PE}IDAPATAX DAER H KABUPATE}I XEt)lRI

^. 
1. Nama WbjibPaial I

2, NPYVP

3. NP\ lPo

a. Alama[ Waib Paia* |

IT IIT
IIIII

6. RT/ RW5. Kdurahan i Desa

8. Kabupat€fl / Kota

l

NanakEted Ellairtran Nffileqt4, sBrsd, dal detdqan NemlsElsg, sEntd,d'ttat&tatgdt

Tdah Dvdilasi
DISPENDA KAEUPATEN KEDIRI

OITERIIIA OTEH:

IEMPAT PEMBAYARAN BP'IIB
Taiggd:...-..............................

MENGETAHUI :

PPATAOTARIS

III III IIIt Nomor Dokumefl

NOP PBB Baru

Hanya diisi oleh
petqas Dispeflda

IIII III
1. RT/ RW

6. Kdtpakn Kediri

Uraian

Luas
( tli6i lus tar$ dd] ata! banoundr

y g hafnya dpcd€tr )

NJoF PBB i m2

uisi bed6.rl(dl SPPI PBA tdxn1

ldiadirr p6.doha/fahui..........
Lu6 x NJOP PBB i m2

Tanah (hmD 7
I

Rp.
11

BarEunan 8.
10 Rp.

1 3. Rp.

15. Jenis perdehan hal at6 lanah dan atau bangunan l,l. HaBa traBaksrl',lilai pasar Rp.

Untuk dir€to*rn kE nldring f\ra Dlorah Klfuprtrn KsdlriD Jumlah S€to€n b€rdasa*an

E c, porgunngan oihitung sendid medadi % berdasarkan peraturan KDH No:.

!0.
Jumlah yang disdo{kan (dq{an angka) (Dengan huruf)

Rp.

(Berd6artan Mitunga0 C4 dan pilihan di D)

Tanggal,

III III IITI

I]
c. PENGHITUNGIN BPHTB (Hanya diisi b€rdasarl€n p€nghitungan waiib Paiak) Dalam Rupiah

> Rp.11 . Nilal PercHan Obi4 Pajak (NPOP)

2 ) np.2. Nilai Percl€har Obiek Paiak Tidaf K€na pqak (NPoFIXP)

3 > Rp.amka1-arEl€2K€na3. NilaiP€roldlan

5% x amta 3 1 ), Rp.4. Bea Peddlar Hak atas 'fadt dan Bangunan yang terulang

II

PaMtitm t xlauP^Tfr{ ED t

PERHATTAN: Bacalsh p€tunjuk pongEisll p€ds halsm.n bdakeng kt nber inilorletih dahuhi.

TT_T_I I-_TTI
LT_TT_T-T I

i-T-rT-rl

TT-l
TTI TN

7. Kumabn :

9. KodeP6 :

rT-tl

B. t, Nomc ot'j€* Palak (NOP) PBB:

2. L€bt bnah d€Ir abu bsEuna0:

3. K€lurahsn/968 :

Psrgh,ituEan NJoP P88 :

tr

NJOP PBB :

16. Nomor S€difikat :

E a. P€nghiMgan utiib P+k

I l. SfnO eeXrAtSXrD KurarE Bafdr/ SxPo Kurirg Ba]ar Tanb6h& Nomoc......

........,,...............'.............,,,m2 l"

...........................................m2 "l" lAmta 8 r alota 10

[fr



PTITERII{TAH IAAUIA''III TtO&

SURAT SETORAI{ PAJAK DAERAH

BEA PEROTEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD,BPHTB )
EERTUilGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAI{ OAJEX PAJAK

PAJA( EUMI DAN BAI{GUNAI{ (SPOP PEBI

lembar 3

IXIIAS PE}.DAPATAT DAERAI{ KABUPATE'{ XEOIRI

A. 1. Nana Wdib Paial

2. NPVIP

3- NPI/IPD

a. Aiamal VlEiib Paiak

TIIIITITTTIIITIIITTIIII
IIT ITI III

II

IIII
6. RT/ RW5. Kelurahan / Desa

L Kabupaten / Kot

7. KEmalen

9. Kode Pos

Nena 16.1014 dar Lilda Li{rr tl E lor10l4, dolllp€I, d'l t daE{ar Nrnalen{t4, sl6ltpd, ddl t detileal

..................., T91.........
WAJIB PAJAK i PENYEIOR MENC€TAHUI :

PPATAOTARIS

t II IIII
Nomor Doluol€at

NOP PtsB Baru

Hanya diisi oleh
petugas Dbpenda

II IIIB. l. Nonor Obi€k Paial (NOP) PBB;

2, L€bk bmh Gn abu barEunar:

3. KduralEn / B6a l

5, Kecamabn

P€nghitung, NJOP PBB :

1, RT /RW

6. l€hDalsl

NJOP PBB

Kediri

l.Jlaian

Luas
( Oki b6 Er* iran atar b€ngun

yaE ldoya 6rd6h )

NJOP PBB / m2

IIid b€.d6a,tfi SPPT PBB ldun
brlfitra pod€ht'/T8axri... ... ... .

Lu6 x NJOP PBB i m2

7 n2 1'l

BarEunefl 8. .tt 2
10. Rp.

12. Rp........

Rp.

d

Jumlah yang dis€tofian (ds{an aeta)

(B€rdasarlan MitulEan g Gn pilihan di D)

11. Haga traBaiciiNilai pasar Rp.

Untuk dit€io ra k d(gring Xr Dr.nh lGbupata Kodid

Tanggal,

(DerEan huruf)

). Jumlah Sdonn b€{dGarkan I

a. PmghibrEan Wajib PaFk

b. STPD BPHTB/SXPD Kuang Balarl SXPD Kuraog Bayar Tanbahan Nomor.............

I c. Pargur ga dihiung s€idM m€nFdi % berdGar*rn peratuEn KDH No:

III III

II
IT-='=I.IIIIIIII

c. PENGHITUNGT\N BPHTB (Hanya dibiberdssa an p€mhibrEan waiib Paiak) Daiam Rupiah

1 ) np.1. Nilai PerddEn obilk Paiak (NPOP)

2 ) np.2. Nihi Peddlan Obi* Paiak Tilak K€Ila paiak (NPOflXP)

d{ka1-amta2 3 ) np.3. Nllai P€rd&an obj€* Paial K€rE pdak (NPoFrc)

5% x amka 3 4 ) Rp.4. B€a PedetEfl Hak al6 Tamh dan Ba{umn yarp l€rubng

fhtrk Kanb.

PqhEftan

PERHATIAN: Beleh pctunjuk pengiaien peda helem.n bdaLng Lmbar inilcrbtih dahulu.

fT-l
rTr

Tddr Divdidsi
DISPENDA KABI,PATEN XEDIRI

OITERIMA OLEH:

TEMPAT PEMBqYAMN BFH'IB

Tatggdi.,............,...........,.....,..

frT_l tr

tr

'15. Jsris pcrddEn ha* alas tamh dan alau barpunan:

16. Nono( Strt'fikat :

Ro.

ll

Rp.Tanah (bumi)

rffi,
13.

,vEka I 1r ruka 12

I



lembar 4

t nt* DISPENoA

ddan Fc6 ponolitiarl

SURAT SETORAN PA.IA( DAER'\H

BEA PEROI"EHAN HAT ATAS TANAH DAN EANGUI{AI{

( SSPD'BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMEERITAHUAI{ OBJEK PAJAK

PAJAX BUMI DAN BAI{GUNAN (SFOP PBB}*$EnNTAH ( AUPAitl{ tlDll!

DI}'AS PEI{DAPATAII DAERAH XABUPAIEX KEOIRI

PERHATIaN: Bacdeh pGtrnjuk pcngisbn pade h&men bclaleng bmbar inilar5tih dahulu.

A. 1. Nama Waiib Paiat

2. NPVIP

3. NHAIPD

4. Aana Waiib Paial

IIIII
III ITI III

IIIII II

IIIII
5. Kdunhan / D€sa

8. KabupaGn i Kota

6. RT/RW

Ndn L.{k4 d{ lrna liE r Nsnah.{l4, sgnCd, dgltileti[ ltne LrEf4, *.it l'dtrlEua8B3r

..................., T91...... .

WAJIB PAJAK / P€NYETOR
Td.h Divalirali

DISPENOA XABUPATEN XEDIRI
DITERNTA OfH:

TEMPAT PEMBAYARAIT BPHTB

Td|ggal:...........................-.-....

MENGETAHUI I

PPAT/I,{OTARIS

rllt Nornq Dokumgl

NOP PBB Baru

Itanya dllsl dd!
pdug6 DISPEiIDA

II rrl III IIII
1.

6.

RWRT/

Kabupaten

NJOF PBB :

'14. Haoa transaksiNilai p€sar15. Jeris p€roldtan hak atas bmh dan atsu barEunan:

D. Jumlah Sdo€n berdasarkan

a. Pflghitungan wajib Paiar

b. SIPo EPHTUSKPD Kurang Bayarl S(Po Xurang Bayar Taflbahan

I c. PaEuraBan dihitung ssditi meniadi

Untut di.lbdon t nlcnlng K! Ds.h K.buplbn Kodid

Nomox... ... . Tanggal,

% bedasartan PerafrJran KDH No:

(D€ngan huruf)Jumlah yarE disetortan (dsuan alEka)

(B€rdasarkan pernitungsn C4 dan pilihar di D)

Luas x NJOP PBB / m2

NJOP PBB / m2

Diisi bodaaian SPPT PBB tdlun

d1un.........

Luas
( oisl lu.. t{dl ddl 8i r b€i{lrl{l

9

11I
Tanah (bumi)

8x 10

12.10
8.BarEUMn

13.

Ill
Dalam RuplahWailb Paiak)c. PENGHITUNG/N BPHTB (Hanya dibi berdasarkan

1 )
Nilai Peddlan Obi€k Paiak (NPOP)1

2 ), RpTidak K€na2. NihiPe{denar

3arcka1-a{ka2KBna3. Nilai Percldlao

15% x anqka 3Bamunan rang teruhma Bea Pe.dlan Hak ata TaEh &n

fTfrTIl I
-T_r] fT_TT TT_l
rrrT_rr

[TttlTT-l,I
7. Kecamatan:

9. KodePc I

-rttrm rn rrn [-rrl n

B. L Nomor OWt PsFk (NOP) PBB:

2. Lsoal bnah dan ahl bangunal:

3. l(durahan / B€3E I

5. Keamatan :

PqEhitungat NJOP PBB :

Kedid

16. Nomor S€diikat I l_ lrllr

tr d.

Uraian

7. ...m 2

'.'.., '.' '.'.'',..'......m 2

l Ro.

)p6



lembar 5

Lhtrk Eank Jatim

s.bsgrd

a.iipPfLExrI{T&l uauPArEI l(@llu

SURAT SETORAN PA'AK DAERAH

BEA PEROI."EHAIII HAI( ATAS TANAH DA]I BANGUNA'{

( SaPD-BPHTB )
BERFUIIGSI SEEAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEX PAJAX

PAJAX BUMI DATT BAT{GUT{AI{ ISPOP PBB)

I'IXAS PEI{OAPATAI{ OAERAH XABUPATEI{ KETXRI

PERHATLAN: Becdah pciunjui p.ngilnen pada habmen b.lek ng lcmb€r iniled.tih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajai

2, NPWP

3. NPWPO

4. Ahma Waiib Paiak

IIITIIIII
III II IIIII

IIIIIII

IIIII
6, RTi RW5. Kdurahan / Desa

8. Kabupaten / Kota

7. K€camahn

9. Kode P6

Nam hn{r4 dsr idda iirgdr {ina lelgt4,8bfiod, dll E{a ldrci\ Nglra h{qrao, stampal, dat l4da tiEir

.................., T91..........
WfuIB PAJAX / PENYETOR Tddr Div*ei

DISP€NDA KABUPATEN XEOIRI

OlTERllil ol.EH:

TEI'PAT PEMSAYAMI'I BPTITB

Ta00d:...........................-.......

MENGETAHUI :

PPAT,I'IOTARIS

II rII rIt Nqnor Dokumen

NOP PBB Baru

Hanya diisi d€fi
paug6 DISPENDA

B. 1. Nooor Ot'j€k P+k (NoP) PBBI

2. Le ak taMh dar abu bsmunan:

3. l(dunlEn / B€sa

5. lccamabn

P€nghituqan NJOP PBB :

il. RT/ RW

6. Kabupa€n

NJOF PBB

Ulaian

Luas
( oiii l!6lrr8i &n da, ba@unar

yao hd0r db.rden )

NJOP PBB / m2

oibi b€dasatan SPPT PBB Idun
Eiiinya psolelrdt/fdrn...... ... .

Luas x NJOP PBB /m2

Tanah (bumi) m2
q

Rp
11

Rp.

Baflgunan 8. .m2 10. Rp.
12

Rp.

Rp

11. Haea lransatsiiNihi posar

Kedid

RD.

16. Nomor Sertifikat

D. Jumlah Setoran bedGarlan Untuk dbsbrttn lo ntf,ring K[ o..rdn Xdruprbo X.dld

! c. Paguar{an dlhlturE s{dld m ,adi % berdasarlan p€raturan KDH No:

d

Jumlah yarE dis€{odGn (dengan angla)

(Bed6artar Mitungan C4 dan pilihan di D)

(DsEan huruf)

III III II

II
tt

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya dibi berd6aden p€rEhitungar Walib Paiak) q14n ruphh

1 > Rp.1. NilaiPerddEn Obie* Paiat (NPOP)

2 > Rp.2. Nilai PadelH Oni* Paiak Tidaf Kena pataf (NPOPIXP)

3 > Rp.a,tqkal-aEka2KerE3. NilaiPerddlafl

5% r amka 3 4 t" Rp_1. Bea Perddrar Hak alas Tan* dar Ba.Eunao yaq tquqq

II

tl f -1_IT-T-T_T-] l
fT-Tt

[Tr rT-l
TT-ltrtr

[Tr] ITn] trm

ttfT- tttt tr

15. J€nis pedehan hak al6 bnah dan alau baogunan:

n a. P ghitungai wajib Paiak

! o. sfeo eemasKPD Kunang BEyBr/ sKPo Kul8ng Bayst Tambahan Nomor.........,......... Tangg8|,.,

7.

lamka I r aEra 10

-ffi11--x"lr

,J_lroE l



lembar 6

Ullt* Bs* Jstim

dilidm kdnbdi

SURAT SETORAN PAJAT DAERAH

BEA PEROLEHAil HAK ATAS TAITAH DAN BANGUNAI'I

( SSPD-BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGA] SURAT PEMEERITAHUAT{ OBIEI( PAJAK

PAJA( BUMI DAN BAITGUNAIT (SFOP PBB}

DIIIAS PEIIOAPATAI{ DAERAH KABUPATET KEDIRI

A. 1. Nams wajib Paja*

2, NPVI'P

3. NP!.IIPD

4. Alamat Waiib Paiak

III
II III III

II II

II
5. Kelurahan i D€sa

8. Kabupaten i Kota

6, RT/ RW

am hngt4 dal tida Bqsl Nere l€.Er4, 6atlcd, dil t daBtgen Nfilel.nlr4 siarllal, dat EnerBil

..................., T91..,......
WAJIB PNAK / PEI'IYETOR

TC, DivdU6i
DISPENDA KABUPATEN XEOIRI

DITERITTA Oi.EH:

TEMPAT PEMMYARAN SPflTB

TangE6l:.............-....................

MENGETAHUI :

PPATN.IOTARIS

IIt

II IIIs. 1. Nomor obj€k Pail ( (tloP) PBBI

2. L€tak Bl8h dar alau b Eunat:

3, Kdurahan / D€38

5. l(@mbn

PsEhitmgan NJOP PBB :

,1. RT /RW

6. lcbupalsr Kediri

Luas
( Dibi tu6s laEh dar . al bdlgunar

yap h*tya diE*lt )

NJOP PBB / M2

oiisi bddGetfl SPPr PBB dun
b.itdhf psdd|a /Tdxtt..1.L

Luas x NJOP PBB / m2

Tanah (hrmi) I m2
I

Rp.
1 1.

Rp.

BSngun8n 8. n2 Rp.
12 Rp.

I 3 Rp.NJOP PBB

15. Jenis peddran hak ai6 tanah dan atau bangunan 14. HaEa faBaksi/Nilai PGat

L L t

d.

Jumlah yaIE dis€tod€n (d€tEan angka)

diisi be.dasarl€oc. PENGTIITUNGAN BPHTB Dalam

I
1 . Nihi Perol$an

2Trdak Kena2. Nilai PeoldEn
3 D1- 23. NilaiPerddEn Kena

15%r 31. Bea P€rdehal Haf d6 Taoah dal

II

PtMttltvt^,t xaluP^rf (EDlil

PERHATI,{N: Bscalah p€tunjuk pengbbn pad, h6iaman t.lakang bmr,€r initell6tih dahulu.

-rTt Trrrnrm
fTT-]

7. lccamabn :

9. Kod€Pos:

,_l E

Nomor Dokum€n :

NOPPBBBaT : [T_r.1 IM II_N rut Tm
Hmya diisi deh
petugas DISPE?'IDA

16. Nomo( Sdtfkat :

). Jumlah S€to'ar beldsarlGn : Unbf db.b'tto t' t'l(tllhg f- Ol.tth l(.lxlP*o Kdld

E a. P€nghitungar trtqib Pdak

I O. SffO eelra,SXeO Kureng Bayar/ SKPO KutErE Baytr Tambshan l'1fii4................. Tan99a1, '

! c, PaBuraqat ditritrng senoirimar;nol f--l-l % beld6akan peraturan (DH Na '

(Dengan huruf) :

(B€rdasafian pe{hitulEan C4 dan filihan di D)

tTf rTr I_TTr] tr

Ucian

9

10.

> Ro.

> RD,

> RD.



FORiIAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPDKB BPHTB}

PEIIERIITTAH I(ABUPATEI{ XEDIRI
DIIIAS PEI{DAPATA}I DAERAH

,1. P.mGn.ng o.1IGDIRI
Tclp. / F.x. ( 0354 ) 642897

Nomor :$NAT XEIEAPAI{ PA'AK IUER^}I KURAIG BAYAR

(SKPDIG) BPHTB

Tanggal p€neoitsn :

T.ngoal r8tuh tempo :

A Data lama :

1 Nilai Perolehan NPOP
Tidak Kena2 Nilai Porolehan NPOPTKP

Kena P3 Nilai Perolehan 1P
5%X4 BPHTB

5P telah
B Data baru :

1Ni o
Ttulak Kena2 Nilai Perolehan POPTKP

1Kenalai Perolehan
4B x

kuCP
nD Sanksi administEsi

masih harus +E Jumlah

Dengan huruf

I Berdasarkan Pasal 98 Perda Kab. Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Paiak Daerah telah dilakukan
pemeriks€an atau berdassrkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewaiiban BPHTB terfiadap:
Nama NPWP :

Alamat
Kab./Kota Kode Pos :

atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :

Akta/Risalah lelanq/Pendaftaran hakt) Nomor: Tanqqal :

NOP : Jenis hak :

Alamat RT/RW
Desa/Kelurahan Kecamatan

Kab./Kota Kode Pos

ll Dari tersebut di ditemukan data baru berikut:

PERHATIAN :

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % ldua per seratus)

setiap bulan dan dapat ditagih dengan suft paksa.

Kediri, ...............................
KEPALA DINAS PENOAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEDIRI

ts-

Er-E!-



FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TATIBAHAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPDKBT BPHTB)

PEiIERIT{TAH KABUPATEI{ XEDIRI
DII{AS PENDAPATAN DAERAH

Jl, Pamsram l{o. 1 KEOInI
Telp. / Far. ( O3s4) 682897

Nomor

A Data lama
RpPOP1 Nilai Perolehan O k
RPk Tidak Kena ak2 Nilai Perolehan
Rp1-23 Nilai Perolehan P Kena

Rp5o/o X ka3
telah di

HTBP4
5

B
P RP

IB Data kura
RP1 Niiai Perolehan O Pa ak NPOP
Rp
Rp

k
1

5olo X ka3
3 Nilai rolehan

k 'l-idak Kena
Kena

2 Nilai Perolehan

4BP
kura -A55P

Rp
Rp
Rprbulanbu6 Sanksi administrasi
RP85+86masih harus di7 Jumlah

C Data
RpNPOPnob1 Nilai Pero
RpPa Tidak Kena2 Nilai Perolehan
RP1-2Kena P3 Nilai Perolehan O

lpXa ka34 BPHTB terutan
RPdikuraD c4-Pa ak
Rp10004E Sanksi adminiskagi be
Rpmasih harusF Jumlah r D+

Dengan huruf :

I Berdasarkan Pasal 98 Perda Kab. Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan

pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban BPHTB terhadap:

Nama NPWP

Alamat
Kab./Kota : Kode Pos :

atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :

Akta/Risalah lelanq/P6ndaftara n hak') Nomor: Tanogal :

NOP Jenis perolehan hak

Alamat RT/RW
Desa/Kelurahan Kecamatan

Kab./Kota Kode Pos

ll Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, telah ditemukan data baru dan/atau data

semula belum terun seh a umlah masih harus di adalah se berikut

PERHATIAN :

Jumlah Paiak tersebut diatas harus dibayar selambat-hmbatnya 30 (tiga puluh) hari sejek tanggal

ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 o/o (dua per seratus)

setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.

Kediri, .................
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEDIRI

SURAT XEIEIAPAI' PAJAX OAERAH I(URAilG BAYAR

TATBAHA (SKPD$T)BPI{TB

Tanggal peneoitan :



FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAI( DAERAH BEA PEROLEHA HAT ATAS TANAH DAI'I BAT{GUNAN

(slPD BPlfrB)

SURAT TA6IHAJ{ PA'A( DAERAH

BCA PEROI.EHAiI HAI( ATAS TANAH DAN BAIGUiIAN[p
PEI'IERIXT H XABITPATEN KEDIRI
DINAS PEI{DAPATAI{ DAERA1I

rL l.aEnalg xo, I xEDrrl
talp, / Fa. ( 0354 ) 6t289,

Tahun:

Penerbitan
Nomor:

Ta

masih haru5lumlah
Nama & Alamat Waiib PaiakLetak obiek Paiak

Kabupaten/Kota:
(ecamatan:

oesa/Kelurahan:

Alamat:

NOP:

Tambahan')Tahun ...menurut ssPD SKPDB1. SKPDB

2. Telah I

n3

{anska 2+ a.ska 3)Jumlah di

1' 4)5.

6- Denda administrasi s)

BPSP dikuraberdasarkan 17 teruta
{5+6+7)masih harus dk8.

Perincian Pajak yang Terutang

Tempat Pembayatan:TansgalJatuh Tempo:

Kabupaten Kediri, .........................20

xepala Dinas Pendapatan Daerah
PEf,HATUTN

1. SuratTagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Ean8unan tSTP

BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1)bulan serak

tanggalditerima.

2. Apabila setelah lewat tanSSaljatuh tempo utanS pajak belum

dilunasi, maka tindakan penaBihan akan dilanjutkan dengan

penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelanS.

RD ---.---.-..........................

Ro

Ro

RP

Rp

Ro

RD



FORMAT SURAT TEGURAN

BEA PEROTEHAN HAX ATAS TAilAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

PEMERINTAH KABUPAIEN KEDIRI

DINAS PENDAPATAN DAERAH
J1. Parnena.ng hlo. I Telepon <O3 54) 6a2a97

KE DIRI

Kepada Yth,

Nama:
NOP :

Alamat :

SURATTEGURAN
Nomor :

Menurut catatan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunSSakan pajak sebaBai berikut:

JE IS PAJAX TAHUT{ PAJAX

nbp,roarmrcen srpD BPHIB/SxPDB

XURAI{G IAYAR/SXPDO XUMITIG BAYAR

TAMEAHA T)

TAI{GGAI 
'AruHIEM9O

PEMEAYARAT

JUMIAH TU GGAI(AI{
PArAx (Rp)

JUMLAH

(*) Coret yang tidak perlu

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Nomor

..........Tahun ............., tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi

jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu ) hari'

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan

kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS OIIUNASI DATAM WAKTU 21 (DUA

PUTUH SATU) HARI SETEIAH TANGGAL SURAT

TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDA(AN

PENAGIHAN AKAN DILANJUTXAN DENGAN

PENERBITAN SURAT PAKsA.
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinYa

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum
u.b.

ian Hukum

Pen Tingkat I

7 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

NlP. 1967

HARYANTI SUTRISNO

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kediri



LAMPIRAN II

FORMUTIR PERMOHOT{AN PENETITIAN SSPD BPHTB

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TANGGAT i 79- 7 - 2073

FORMULTR PERMOHONAN PENET]TIAN SSPD-BPHTB

Lampiran

Hal

: 1 (satu) sot

: Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Kepada Yth. Kepala Dispenda Kabupaten (ediri

NPWPD

Alamat

Bersama ini menyampaikan ssPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan atau banSunan

sebaSai berikut :

NOP :

Alamat

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten : Kediri

Terlampir dokumen sebagai berikut

1.

2.

3.

4.

5.

5.

SSPD-BPHTB yanB sudah diisi dengan lengkap

Fotokopi SPPT atau STTS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB lainnya Tahun" " " " " '*)
Fotokopi ldentitas Waiib Pa.iak berupa

Surat Kuasa dariWajib Pa.iak **)

Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pa.iak **l

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB

Keterangan :

i) coret yang tidak Perlu

.............,............................20..

wajib Pajald Kuasa Wajib Pajak')

dalam hal dikuasakan

IIIIII II

III III llr IIII

PENETlTIAN

20.

dan dokumen pendukung dari Waiib Pajak,setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan ssPD-8PHTB

Kabid Pendataan dan PenetaPan

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak : . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'fl tr m

n

dengan ini kami menyatakan bahwa :

'- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai

'- Nilai BPHTB terutang yanS tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai

'- Ookumen pendukung perolehan hak atas tanah/ dan bantunan telah lentkaP



FORMULIR PENGAJUAN DATA

DenSan Hormat,

sehubungan den8an proses penelitian SsPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengaiukan

p€rmintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

IIIIIII II

III TII III IIIT

NPWPD

Nama Waiib Paiak

Atas perhatian dan keriasamanya kami mengucapkan terimakasih.

....,.................,....,,...............20,.

Kabid Pendataan dan Penetapan

Serta data objek pajak atas :

Nomor Objek Pajak (NOP)

FORM PEilGAJUAN DATA

tr

ln



FORMUTIR DATA OB'EI( PAJAK

Hormat,
SSPD-BPHTB, yaitu:

tnt merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian

2. NPWPD

3. Perolehan Hak Selama Tahun berjalan :

a.

b.

c.

d.

e.

Nomor Objek Pajak

Letak tanah/bangunan

KelurahanlDesa
7. RT/RW:

8. Kecamatan
9. Kabupaten/ Kota:

NJOP PBB:

[uas x NJOP PBB / m2
NJOP PBB / m2

(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun

terladinYa
tahun.......

Luas

(Diisi luas tanah dan

atau bangunan Yang
Uraian

NJOP PBB

(abid Pendataan dan Pqne-taPan

1nkasih.

data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB'

Salinan sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum
b.

Hukum

BUPAN KEDIRI,

ttd

199003 1 008

HARYANTI SUTRISNO

DATA OBJEK PAJAI(

oerolehan hak /

11I7 m2

11. L28 rn2Banaunan



TAMPIRAN III PERATURAN BUPAN (EDRI

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TANGGAI T 19 - 7 - 2011

FORMULIR I.APORAiI PEMEUATAI{ AKTA PEROI.CHAN HAI( ATAS TANAH OAN/ATAU 8AI{GUNAI{ OTIH PPAT

LAPORA PEI{ERA]IA ATTA OLEH PPAT

9u|an.........-..............-.....TlHUl{.-.......

Alamat

Daerah Kerja

Xepada Yth.

lcpala Dlna! PendePat n Daetah

l(abupaten Xadld

)

SSPD SPTTBssPSPPI Pts8urs (f)IAIA Al.lIAT, I}A'I IPIYPAr(r

(RP) TAI{GGAI- (RP)xJoP 6P)

HARGA TM,.SAI$I
PEROLEMIIIPEIIGA

r.HA{ M|( 6P} }IOP TAI{UXlAXAH BA'IGUXAIIPti{ x YAI|G

TEIIERIIA

JEflStt XmR
Ml(

tEra(T lul{ D l{
SAIGUx^XTATGGAL

8E I1,X

PERS,,ATA'I
li,XUI

P[{ KV IG
IElctlt{x mEI

EENX^II

NO

urut xoloR

1815 1714 15ll l2 139 1073 4 5 6I 2

\I
t

IIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIII

III

I-

I

III

I-

-

II-III

-
-

II

IIIII

I

II

III-II

III
....,.-...2011

(

KETERAIIGAX
TAIIG6AL

I

rt
-----t

t

-

NanF PPAT

--1 \r

\

)



PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITA}I A OLEH PPAT

Diluar Tabel
Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.

Contoh : Moch. Fadika, SH, atau Wisbenth Tangguh, SH.
Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan.
NPWP : NPWP PPAT yang bersangkutan.
Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten Kediri.
Kabupaten : Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Kediri.
Bulan : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan

Didalem Tabel
Kolom I : Nomor urut pengisian tabel.
Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.
Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh: tanggal pembuatan

akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 - 10 - 2011.
Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.
Kolom 5 : Nama, alama! dan NPWPD pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh: John

beralamat di Jl. Industri Raya No. 9 dengan NPWPD 49.171.680.9=045.000 ditulis;
John (baris 1), Jl. Industri Raya No. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris
selanjutnya).

Kolom 6 : Nam4 alamat, dan NPWPD pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5).
Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan
kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.
- HakMilik =M
- Hak Guna Usaha : U
- HakPakai =P
Contoh : Hak Milik No. 373l Raya terletak di Kelurahan Pare

Ditulis :

- M.373l Raya (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373l Raya sebagian (apabila dialihkan sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petuk pajak yang

bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang

bersangkutan.

Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 471465 masa pajak tahun
1960 - 1964

Ditulis : V.I No 471465 tahun 1960 - 1964

Contoh: Petuk Pajak C. No 395 Blok ILD persil 30

Ditulis : C. No. 395 Blok II.D ps.30

Kolom 8 : Letak tanah dan/atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut

kelurahan/desa yang bersangkutan.

Kolom 9 dan l0 : Diisi luas tanah danlatau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.
Contoh: Jual beli tanah seluas 200 m2 dengan bangunan lantai dasar seluas 50 m2

dan lantai satu seluas 25 m2.

Ditulis : Kolom 9:200, kolom 10 : 75.

Kolom 1l : Diisi harga yang sebenamya sesuai akta.

Contoh: Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000

Ditulis: 100.000.000



Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian

Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan terap

dilaPorkan'

Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh: No. SPPT 31.74.021 -002.040 -0124'0111-01
Ditulis : 021.002.040 - ol24.otzoll (dapat disambung ke bawah sehubungan

dengan terbatasnYa lebar kolom)

Kolom l3 : Diisi NJoP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi

NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan'

Contoh l: pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai

dasar pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.000

Ditulis :250.000.000

Contoh 2: pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan

yang ada diatasnya Tanah seluas 100m2 dan bangunan 25 m2 adalah

sebagian tanah atau seluas 50 m2 dan keseluruhan bangunan seluas 25

m2. Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100

m2; dan Uangunan adalah Rp' 50.000'000 (untuk 25 .';, muka:

- NJOP tanah seluas 50 m2 : Rp. 100.000.000

- NJOP bangunan seluas 25 m2 : Rp. 50.000.000

- Total NJOP : RP. 150.000.000

Ditulis : 150.000.000

Kolom 14 dan 15: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besamya pembayaran

pph atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data

diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

Kolom 16 danl7: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besamya pembayaran

BPHTB.

Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan

keterangan.

a. Penutr/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan'/atau bangunan'

Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan

- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala

Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dar/atau

tanggal PenYamPaian.
Contoh : - d.i 301/4097/11 atau

-tangCal 10-7-2011
c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah

wasiat

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak

Dihrlis:ayah-anak

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum
u.b.

BUPATI KEDIRI,

K ian Hukum

SE. MM
Penat ngkat I

ttd

NtP. 196703 7 199003 1008

HARYANTI SUTRISNO



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TANGGAT:19-7-2OL3

FORMAT KEPUTUSAN I(EPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TENTANG PEMBERIAil PENGURANGAIIPENOTAKAN

BEA PEROTEHAN HAI(ATASTANAH DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Parnenang No. 1 Telepon (0354) 6a2A9'7

KEDIRI

KEPUTUSAN

KEPATA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN / PENOLAKAN

BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN

YANG TERHUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan atas nama .....- Nomor

tanggal .........dan hasil pemeriksaan

atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan yang

terutang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor

Tanggal

Mengingat

b. bahwa terdapaUtidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besamya

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;

'1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2012:

2. Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kabupaten Kediri.

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pemberian

Pengurangan/Penolakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Yang Terutang.

t



KESATU Memberikan/menolak seluruhnyalsebagian permohonan pengurangan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib

Pajak :

Nama Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

Letak Objek Pajak

Tahun BPHTB

Atas Risalah Lelang/

lainnya '.):
- Nomor :

=Tanggal :

NOP :

Letak Objek :

Desa/ Kelurahan :

Keputusan Pemberian HaU Putusan Hakim/ Dokumen

Kecamatan

KEDUA

a. BPHTB Terutang Rp

b. Besarnya Pengurangan (.. .. .. . . .. ... ) Rp

s. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp

sebesar : (. .. .. . . .. ... ... ... .

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;

b. Salinan Keputusan ini disampaikan sebagai arsip.

ini maka akan

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)
*) Coret yang tidak perlu

") Diisi sesuai kep€rluan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum
u.b.

Ke ian Hukum

H

enata ngkat I

BUPATI KEDIRI,

ttd

NrP. 19670 199003 1008

Kabupaten : Kediri

: Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka

besamya BPHTB yang seharusnya dibayar sebagai trrikut :

KETIGA

KEEMPAT

HARYANTI SUTRISNO


